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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian
Laju perkembangan era digitalisasi revolusi industri 4.0 memberikan dampak besar terhadap birokrasi di Indonesia. Pemerintah kemudian melalui reformasi birokrasi hadir untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang timbul akibat kemajuan teknologi di era digitalisasi. Penerapan teknologi ini juga membutuhkan adanya dukungan potensi sumber daya yang tersedia untuk mendukung pemanfaatan teknologi di era digitalisasi.
Perkembangan zaman yang diiringi oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih mempermudah manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Dengan menggunakan teknologi terutama teknologi informasi seseorang dapat menyampaikan pesan pada orang lain dengan jarak yang jauh. Teknologi informasi sekarang bukan hanya dipakai untuk bertukar informasi saja tetapi teknologi informasi juga dapat dipakai dalam bidang-bidang seperti Pendidikan, bisnis, pelayanan publik dan sebagainya. Hal ini terbukti teknologi informasi dapat digunakan dalam berbagai bidang dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudahan yang diberikan dalam penggunaan teknologi informasi ini banyak dilirik dari berbagai lembaga untuk mendukung program kerjanya. Teknologi komunikasi memiliki peran yang sangat penting di lembaga pemerintahan. Pemerintahan merupakan suatu lembaga yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan diperaya oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu tujuan, dan sebaliknya. Pemerintahan dipercaya oleh masyarakat untuk melayani kepentingan publik. Dengan perkembangan waktu ke waktu, tuntutan perubahan dari masyarakat ke pemerintahan semakin banyak. Salah satu hal yang sampai saat ini menjadi sebuah permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah adalah pelayanan umum. Pemerintah akan selalu dituntut oleh masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Di sisi lainnya, kondisi keadaan darurat seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Keadaan ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk meminimalkan kerugian dan melindungi keselamatan manusia. Dengan demikian pula pemerintah harus cepat tanggap terkait permasalah yang ada.
Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang memiliki banyak penduduk dengan rata-rata jumlah penduduk 350.000 jiwa menurut (data.cirebonkota.go.id). Semakin banyaknya suatu penduduk didaerah tersebut semakin bertambahnya tuntutan kualitas pelayanan publik kepada pemerintahan. Maka pemerintahan harus benar-benar melakukan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakatnya. Salah satu upaya pemerintahan Kota Cirebon mengenai pelayanan publik adalah diadakannya pengaduan darurat 112. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, perlu diselenggarakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kota Cirebon. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon No 32 Tahun 2018 Pasal 1 bahwa Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Cirebon Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawat daruratan tanpa dikenakan biaya panggilan.
Jenis pelayanan Cirebon Siaga 112 ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon No 32 Tahun 2018 Pasal 6 sebagai berikut : a). Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat; b). Permintaan penyelamatan manusia; c). Penanganan kebakaran; d). Penanganan kerusuhan; e). Penanganan masalah kesehatan; f). Penanganan kecelakaan; g). Penanganan tindak kriminal dan/atau tindak pidana; h). Penanganan hewan buas atau berbisa; i). Penanganan bencana alam; j). Penanganan kekerasan pada perempuan dan anak; k). Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum; l). Penanganan jaringan listrik, gas dan air minum; dan m). Penanganan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon merupakan instansi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan Cirebon Siaga 112. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Cirebon Siaga 112 maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan layanan Cirebon Siaga 112. Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah : a). Mengoptimalkan layanan kegawatdaruratan untuk masyarakat Kota Cirebon; b). Mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan kegawatdaruratan dari Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam Sistem Cirebon Siaga 112; dan c). Mempermudah dan mempercepat koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya.”
Memperhatikan Masterplan Cirebon Smart City yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Mulai Tahun 2018, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon membangun Command Center yaitu pusat Layanan Cirebon Smart City yang memiliki fungsi utama sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan bagi pimpinan (Decission / Executive Support System). Command Center dilengkapi dengan dashboard aplikasi-aplikasi layanan publik diantaranya seperti Info Pajak, LAPOR, Simpeg, ATCS dan Layanan Cirebon Siaga 112.
[bookmark: _Hlk131366094]Namun demikian, efektivitas tentang program Layanan Cirebon Siaga 112 di Kota Cirebon ini belum efektif. Maka, berdasarkan pengamatan peneliti ditemukan beberapa permasalahan. Diantaranya : 1). Kurangnya pemahaman pegawai yang baru atau pindahan/mutasi dari instansi lain tentang program Cirebon Siaga 112 di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon; 2). Kurangnya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Cirebon tentang program Cirebon Siaga 112 di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon; 3). OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang belum maksimal melayani masyarakat Kota Cirebon saat ada keadaan kegawatdaruratan.
Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “Efektivitas Program Cirebon Siaga 112 di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon.”
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat indentifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana efektivitas program Cirebon Siaga 112 di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon terhadap penanganan keadaan darurat di Kota Cirebon?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam program Cirebon Siaga 112 di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam mengefektifkan program Cirebon Siaga 112 di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian pada fokus dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah untuk :
1. Mengetahui bagaimana efektivitas program Cirebon Siaga 112 di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon terhadap penanganan keadaan darurat di Kota Cirebon.
2. Mengetahui faktor yang mendukung dan menhambat dalam program Cirebon Siaga 112 di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon.
3. Mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam mengefektifkan program Cirebon Siaga 112 di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon.

1.3.2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Bagi peneliti, tentunya bisa mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan kondisi sesungguhnya yang ada pada Dinas, sehingga akan menambah pengalaman dan pengetahuan serta hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti berikutnya dengan objek penelitian yang sama.
b. Kegunaan Praktis
Adapun kegunaan secara praktis bagi peneliti bisa menambah wawasan tentang objek yang diteliti dan bagi instansi terkait bisa bermanfaat untuk memecahkan masalah untuk selanjutnya dicari solusi sebagai penyempurnaan penelitian.
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